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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat 

ditarik  adalah: 

1. Problematika ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum ini dapat dilihat 

dari pengaturan mengenai syarat pengupayaan diversi yang diatur dalam 

Pasal 7 ayat (2). Ketidakpastian hukum yang terjadi adalah ketika anak 

didakwa dengan pasal berlapis yang mana salah satu pasal yang dikenakan 

terhadap anak memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang 

lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun. Berdasarkan ketentuan 

Pasal 7 ayat (2) maka terhadap kondisi seperti ini penentuan diupayakan 

diversi atau tidaknya hanya didasarkan pada penafsiran aparat penegak 

hukum yang bertugas. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang 

menekankan bahwa pengupayaan diversi bisa dilakukan disetiap tingkatan 

pemeriksaan maka pada tingkat penuntutan hal yang menjadi penting untuk 

diatur adalah bentuk surat dakwaan, tetapi pada UUSPPA hal tersebut tidak 

diatur sehingga apabila anak didakwa dengan dakwaan selain dakwaan 

tunggal dan pasal-pasal yang dikenakan kepada anak adalah pasal berlapis 

yang mana salah satu pasal yang dikenakan terhadap anak memiliki 

ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman 

pidana dibawah 7 tahun maka UUSPPA tidak sepenuhnya memberikan 

kepastian dalam pengaturannya. 
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2. Problematika harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, 

hal ini terjadi karena pada tahun 2014 MA mengeluarkan Peraturan 

Mahkamah Agung yang dibuat dengan mempertimbangkan problematika 

yang timbul akibat adanya kekosongan hukum mengenai bentuk dakwaan, 

yang mana hal ini diperbolehkan oleh Pasal 79 UUMA dengan batasan 

bahwa hanya mengatur hal-hal yang bersifat hukum acara dan tidak boleh 

menimbulkan hak dan kewajiban baru . Tetapi yang terjadi adalah melalui 

Pasal 3 Perma Diversi cenderung menimbulkan hak dan kewajiban baru 

baik bagi anak maupun aparat penegak hukum. Pasal 3 Perma Diversi dalam 

pengaturannya mencakup lebih luas dari UUSPPA yang mana hal ini justru 

bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas lex 

superior derogat legi inferiori karena kedudukan Perma sendiri yang tidak 

termasuk dalam hierarki menurut ketentuan Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

3. Problematika efektivitas dan efesiensi pengupayaan diversi. Dengan faktor 

pengaturan UUSPPA yang tidak lengkap dan pengaturan Perma Diversi 

yang lebih luas dari UUSPPA maka jika dikaitkan dengan pendapat 

Fraidman maka fakor substansi hukum yang mengakibatkan problematika 

efektivitas pengupayaan diversi. Dengan tidak efektivnya pengupayaan 

diversi akibat pengaturan yang ada maka pengaturan Pasal 7 ayat (1) yang 

memperbolehkan pengupayaan diversi pada setiap tingkatan pemeriksaan 

perkara yang bertujuan agar pengupayaan diversi menjadi efisien malah 

justru sulit untuk diwujudkan. 
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5.2 Saran  

Saran yang dapa diberikan: 

1. Perlu adanya perubahan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA 

dengan melihat ketentuan Pasal 3 Perma Diversi yang dalam 

pengaturannya cenderung lebih memberikan kepastian dalam 

pengupayaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana. 

2. Selama belum adanya perubahan terhadap ketentuan diversi maka 

disarankan agar ketentuan Pasal 3 Perma Diversi tidak diterapkan 

selama belum ada perubahan terhadap Pasal 7 ayat (2) UUSPPA agar 

harmonisasi dan sinkronisasi dapat dicapai. 

3. Agar tercipta efektivitas dan efesiensi pengupayaan diversi seperti yang 

diharapkan melalui pengaturan diversi dalam UUSPPA maka 

disarankan kepada aparat penegak hukum yang melalukan upaya diversi 

untuk memperhatikan ketentuan UUSPPA dan PP Diversi saja agar 

tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap perkara-perkara anak.  
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